Menimbang

Mengingat

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya pelayanan informasi publik serta
pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur serta
mewujudkan kinerja aparatur yang optimal, diperlukan
pelayanan informasi publik melalui media sosial,;

bahwa pelayanan informasi publik melalui media sosial
memerlukan ketentuan yang dapat dijadikan pedoman
oleh seluruh pengelola media sosial di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3502);



Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun

2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 7);

. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2013

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan
Publik;

. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2015

tentang Tata Kelola Sistem Informasi dan Transaksi
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur.
2. Gubernur



10.

L1,

Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Timur.

Instansi adalah Perangkat Daerah/Unit Pelaksana
Teknis/Lembaga non  Struktural di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pejabat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
diangkat dan bertanggungjawab atas pengelolaan media

sosial pada suatu instansi

Petugas Media Sosial yang selanjutnya disebut petugas
adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas
mengoperasikan dan memberikan layanan informasi

melalui media sosial.

Khalayak adalah masyarakat pengguna jasa pelayanan

media sosial.

Media Sosial adalah media berbasis internet yang bersifat
dua arah (Web 2.0) dan terbuka bagi siapa saja, yang
memungkinkan para penggunanya dengan mudah
berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi,

berbagi, serta, menciptakan dan berbagi isi.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

secara elektronik ataupun non eletronik.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

Akun adalah data diri atau identitas seseorang atau

organisasi dalam dunia maya.

BAB II







